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ABSTRAK 
  

Terjadinya peristiwa-peristiwa besar di dunia seperti konflik, perang, 

genosida, bencana alam dan kejahatan terhadap hak asasi manusia pada suatu 

negara memaksakan sejumlah masyarakat pada suatu negara konflik pergi 

meninggalkan negara asalnya, menjadi pendatang asing dan mengungsi untuk 

mencari perlindungan pada negara lain melalui jalur-jalur ilegal. Umumnya, 

mereka pergi menuju negara yang di nilai aman dan dapat menunjang 

kehidupan mereka. Dalam satu kasus terkait Refugees, para pengungsi 

Afghanistan umumnya menjadikan Australia sebagai negara pihak ketiga 

yang mereka jadikan sebagai tujuan akhir dari destinasi. Perlindungan 

internasional mengenai pengungsi diatur dalam konvensi pengungsi tahun 

1951 dan protokol 1967, badan PBB yang mengatur pengungsi tersebut 

adalah United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) yang 

bertujuan untuk melindungi hak-hak para pengungsi diseluruh dunia. Sebagai 

negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang 

Pengungsi, Indonesia dijadikan negara transit favorit bagi para pengungsi 

Afghanistan menuju negara Australia dengan alasan bahwa letak Indonesia 

yang berdekatan dengan pintu masuk pulau Crishmast, Australia. Dalam 

pandangan Islam, sebelum istilah Pengungsi dan Pencari Suaka digunakan, 

dikenal dengan istilah orang-orang yang berhijrah. Dibandingkan dengan 

hukum pengungsi modern, hijrah menawarkan definisi yang lebih luas tentang 

pengungsi, dan memberikan individu, daripada negara, hak untuk menentukan 

suaka. Hasil penelitian ini menjawab mengenai peran UNHCR dan 

Pemerintah Indonesia dalam menangani dan menentukan status pengungsi 

Afghanistan di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta. Penelitian yang 

penulis terapkan adalah jenis penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan ketentua hukum normatif (kodifikasi, 

undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.  
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